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NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 7 MEI SAMPAI DENGAN 13 MEI 2007
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 285/KM.1/2007 tanggal 7 Mef 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESEA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasifan atas
pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan lasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang
diterima atau dlperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu
dinilai ke dalam uang rupiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea
Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak
Penghasilan yang berfaku untuk tanggal 7 Mei sampat dengan
13 Mei 2007.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 18-
31B dst. )tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2000
Nomar 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
3985) (BN No. 6506 hal, 1B-78B dst.),

2. "Undang-Undarig Nomor 8 Tahun 1983 (BN No. 3996 hal, 18-
13B)tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara RI Tahun 1983
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara' RI Nomor 3264)
sebagalmana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
18 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 3986) (BN No. 6510 hal.
18-128B),

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 (BN No. 5806 hal. 58-
198) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 teritang Cukai (BN No.
5807 hal. 7B-17B)(Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76,

= Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613), -

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 {BN No.
6801 hal. 5B-12B) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
-Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Unfuk dan
Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat atau

_ Keputusan Menten Keuangan;

-MEMUIUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAL
DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAT BARANG
DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK
EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL
7 MEI SAMPAL DENGAN 13 MEI 2007,
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Pasal 1
Milai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewan, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk

tanggal 7 Mel sampai dengan 13 Mei 2007, dltetapkan sebagai
berikut: ,

1. Rp 9.062,20 Untuk dolar Amerika Serlkat (UsD) I-
2. Rp 7 486 28 dolar Australia (AUD) 1,-
3. Rp 8.156,65 " dolar Canada (CAD) 1,-
4. Rp 1.659,57 " kroner Denmark (DKK) 1,-
5. Rp 1.158,67 " dolar Hongkong (HKD) 1,-
6. Rp 2.64B,84  ringgit Malaysia (MYR) "1,
7. Rp 6.695,70 - ™ dolar Selandia Baru {NZD) 1,-
8. Rp 1.520,92 " kroner Norwegia (NCOK) 1,-
9. Rpl8.066,04 " poundsterling Inggris {GBP) 1,-
10. Rp 5.951,95 " dolar Singapura (SGD) 1,-
11, Rp 1.353,32 * kroner Swedia (SEK) 1,-
12. Rp 7.474,23 " franc Swiss (CHF) 1,-
13. Rp 7.554,60 " yen Jepang (JPY) 100;-
14. Rp 1.411,56 ", kyat Burma (BUK}) 1,-
15. Rp 222,22 " rupee India (INR} 1,-
16. Rp31.340,83° "  dinar Kuwait (KWD) ' 1;-
17. Rp 149,39 " rupee Pakistan (PKR} 1,-
18, Rp- 190,43 " peso Philipina (PHP) 1,-
19. Rp 2.416,14 ™ riyal Saudi Arabia (SAR) - 1,-
20. Rp 82,42 " rupee Sri Lanka {LKR) 1i,-
21. Rp 276,52 *  baht Thailand {THB). 1,-
22. Rp 5.964,73 *  dolar Brunel Darussalam (BND)  1,-
23, Rp12.320,42 " EURO (EUR)-. “1,-
24, Rp 1.176,33 - % yuan China (CNY) B P
25 9,75 * won Korea (KRW) N

- Rp

.

" pasal 2 S
Dalamhal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam

. Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah

kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional -
terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja
sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Serikat

-sebagaimana ditetapkan datam Keputusan Menten Keuarigan ini,

Pasal 3 LA
Keputusan Menteri Keuangan ini mulal berlaku pada tanggal
7 Mei2007. . -

" Agar 'setlap orang mengetahU|nya, memenntéhkan"‘

— pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya

dalam Berlta Negara Republlk Indonesm ‘

Dltetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 2007
* An. MENTERI KEUANGAN
SEKRE['ARIS JENDERAL
Atd. .
MULYA P, NASUTION
-NIP. 060046519
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PENANAMAN MODAL
(Undang-Undang Republlk Indonesia Nomar 25 Tahun 2007 tanggal 26 Apnl 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ;

a.

bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonormi
nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi
ekonomi untuk mencapai- tujuan bernegara;

bahwa sesual dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/
MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi
Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari
ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

bahwa untuk mempercepat pembangunan ekenomi nasional dan
mewujudkan kedaulatan. pélitik dan ekonomi Indonesia diperiukan
peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi
menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan modal vang
berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

bahwa datam menghadapi perubahan perekonomian global dan
keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerfa sama internasional
periu diciptakan iklim penanaman modal yang kandusif, prometif,
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap
memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 (BN No. 1441 hal.
8A-16A) tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Momor 11 Tahun 1970 (BN No.
1971 hal. 4A-7A) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang.Penanaman Modal Asing
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (BN Neo. 1663 hal.
1A-5A dst)tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (BN
No. 1971 hal. 84-124) tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan percepatan perkemhangan perekonomian dan

pembangunan hukum naslonal, khusushya di bidang penanaman

modal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perly membentuk
Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1}, Pasat 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (BN No. 7137 hal. 1B-7B};

Déngan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
'dan :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapka:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL
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10. Pelayanan -
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang .’

11.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Penanaman madal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penaraman modal dalam negeri  adalah  kegiatan
menanam modat untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang ‘dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan medal dalam
negeri.

Penanaman modal asing adalah kegpiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal '

asing, baik yang menggunalan modal asing sepenuhnya
maupun yang bcrpatungan dengan penanam modal
dalam negeri,

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman model yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga
negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

‘Penanam modal asing adalah persecrangan warga negara
asing, badan usaha asing, dan/afau pemerintah asing
yang melakukan penanaman modal di wilayah. ncgara
Republik Indonesia.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang
mempuinyal nilai ekonomis.

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara
asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing, badan hukum asing, dan/atau ‘badan hukum
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki
oleh pihak asing.

Modal dalam necgeri adalah modal yang dimiliki oleh
negara ‘Republik Indonesia, perseorangan warga negara

Indenesia, "afau badan usaha- yang berbentuk badan
hukum atau tidak bcrbadan hulum,

terpadu satu’ plntu' adalah -
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
-lembaga atau instansi yang memiliki’ “kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap

terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

daerah otonom untuk. mengatur dan mengurus sendiri
unisan . pemerintahan . dan kepentingan masyarakat
setempat sesual dengan ketentuan pcraturan perundang-
undangan.

12. Pemerintah .......i..

kegiatan .

Otonomi. daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban -




12, Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indenesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1943,

13. Pemerintah daerah adalah gubernur,
walikota, dan perangkat daerah .
penyelengpgara pemerintahan daerah,

bupati  atau

sebagai unsur
Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini. berlaku  bagl

penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik
Indonesna

BAB 1l
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penaznaman mod;.l diselenggarakan bcrdasarkan asas:-

a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
¢. akuntabilitas;

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal
negara;
- e, kebersamaan;
{. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h, berwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan
nasional.

ekonomi

{2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain
untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nas1onal

b. menciptakan lapangan kerja;

¢. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d

. meningkatkan kcmampuan daya saing dunia usaha
nasional;

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan tcknologx
nasicnal;

. mendorong pcngembéngan ckonomi kerakyatan;

g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan
ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB Il
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

3

[1)' Pemerintah mcnctapkan kcbuakan dasar penanaman '

modal untuk:

&. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang
kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan
daya saing perekonemian nasional; dan

b. ‘mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2} Dalam menetapkan kebijakan
dimaksud pada ayat {1}, Pemerintah:
a. memberi perlakua.n yang sama bagi penanam modal

dasar

" 'dalam negeri dan penanam modal asmg dengan tﬂtap

memperhatikan kepentingan nasional;-
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sebagaimana

b. menjamin kepastian hultam, kepastian berusaha, dan
keamanan  berusaha bagi penanam modal sejak
proses pengurusan perizinan  sampai  dengan
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan ’

c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan
memberikan perlindurigan kepada usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi.

{3) Kébljalcan dasar sebagaimaria dimaksud pada ayat (1)
dan ayat {2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum
Penanaman Modal.

BAB IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

(1) Penanaman meodal dalam negeri dapat dilakukan dalam
‘bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak
berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Penanarnan meodal asing wajib dalam bentuk perseroan
terbatas  berdasarkan  hukum Indonesia dan
berkedudukan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

(3) - Penanam . modal dalam mnegeri dan asing . yang

melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran
terbatas dilakukan dengan:

a. mengambil bagian .saham pada saat pendirian
perseroan terbatas;

b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
_ BAB V _
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

{1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepdda
_semua penanam modal yang berasal dari . negara
manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Perlaluan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak

} berlaku bagi penanam modal dari swatu negara yang
memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan
Indonesia. ‘

Pasal 7

(1} Pemerintah tidak akan melakukan tindakan
. nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
. penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

(2} Dalam hal Pemerintah  melakukan tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Pemerintah akan
memberikan kompensasi yang Jumiahnya ditetapkan -
berdasarkan harga pasar.

(38) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai
kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], penyelesaiannya
dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8 ....... i



(1

(@)

@)

{4

o

Pasal 8

Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya

kepada pihak yang diinginkan. oleh penanam modal

scsual dengan  ketentuan - peraturan  perundang-
undangan. ot

Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan qlch
undang-undang sebagal aset yang dilmasal‘glch negara.

Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer

- dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain-terhadap:

a, modal;

b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan péndapatan“

lain;
¢. dana yang diperlukan untuk:

1. pembelian bahan baku dan penolong, barang
sectengah jadi, atau barang jadi; atau ..
2. penggantian barang modal dalam rangka
melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
d. tambahan dana yang dipériukan bagi pembiayaan
penanaman modal; : .
¢. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
royalti atau biaya yang harus dibayar; '
. pendapatan dari persecorangan warga negara asing
yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
kompensasi atas keragian;
kompensasi atas pengambilalihan;
. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan
teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik
dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dj

bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas
kekayaan intelektual; dan ‘

1. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat

(1.

Hak untuk ‘mc!akukan . transfer dan repatriasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-

koD

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mengurangi: L ’ ‘

a. kewenangan Pemerintah  untuk  memberlakukan
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dang;

b, hak  Pemerinteh  untuk mendapatkan  pajak
danfatau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah
ldinnya dari penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e pelaksanaan hulkum yang melindungi hak - kreditor;

1)

dan

" d. pelaksanaan  hukum untuk menghindari ‘kerugian

negara.
Pasal 9

Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum

diselesaikan oleh penanam modal:

4. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank

. atau lembaga lain untuk menunda hak melaku¥an

- transfer dan/atau repatriasi; dan o

b. pengadilat: berwenang menetapkan penundaan hak
untuk  melakukan transfer dan/atau  repatriasi
berdasarkan gugatan.
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(2) Bank atau .lembaga lain

(1)

(@)

melaksanakan . penetapan
penundaan  berdasarkan | penetapan . pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga
selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB VI
KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi
kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga
kerja warga negara Indonesia. : : i

Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan
tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan
keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

'. perundang-undangan.

(3)

“

(1)
(2}

®

(1)

{2)

@3

Perusahaan penanaman modal’ wajib meningkatkan
kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui
pelatihan  kerja© sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan. :

Perusahaan pecnanaman modal yang mempekerjakan
tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga

kerja warge negara Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. -
Pasal 11

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib
diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah
antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

Jika penyelesalan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui
upaya mekanisme tripartit. :

Jika penyelesaian sebagaimana.dimaksud pada ayat (2)
tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan
tenaga kerja menyelesatkan perselisihan  hubungan
industrial melatui pengadilan hubungan industrial.

BAB VI
BIDANG USAHA

. Pasal 12

Semua bidang usaha atau jenié usaha terbuka b'agi
kegiatan penanaman meodal, kecuali bidang usaha atau

jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka -

dengan persyaratan.

Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal a{éing -

adalah:

a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralafan
perang; dan - i :

b: bidang usaha
tertutup berdasarkan undang-undang,

Pemerintah berdasarkan - Peraturan " Presiden
menetapkan bidang usaha yang tertatup untuk
penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri,
dengan  berdasarkan  kriteria keschatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan  dan
keamanan nasional, serta kepentingan’ nasional laintya. .

yang sccara eksplisit dinyatakan ‘




{4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan
yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang
usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan
persyaratan  masing-masing akan diatur dengan
Peraturan Presiden,

)] Pemerintzh menetapkan bidang usaha yang terbuka

dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan
nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,
perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan
distribusi, penmgkatan kapasitas teknologi, partisipasi
medal dalam negeri, serta kerja sama dengan ‘badah
usaha yang ditunjuk Pcmcnntah

BAB VIII

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
BAG! USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,
DAN KOPERASI

Pasal 13

(1} Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang
dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah; dan
koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha
besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(2} Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan
usaha mikro, kecil, menengah, dan kopcrasi melalui
program kcmitraan, peningkatan daya saing, pemberian
dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran
informasi yang seluas-luasnya,

BABIX

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:
& kepastian ha.k hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai "bidang usaha yang
© dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk -fasilitas kemudahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

¢. membuat laporan tentang kegiatan penanaman mode'Ll
dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal; dan .

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

Pasal 16
Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a.. -menjamin tcrscdiénya modal -yang berasal dari sumber

vang tidak bertentangan dengan ketentuan pcraturan
perundang-undangan;
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U. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban® dan
kerugian jika penanam modal menghentikan atau
.meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya
secara sepihak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; ;

c. menciptakan iklim wusaha persaingan yang sehat,
mencegah praktik  monopoli, dan hal lain- yang
merugikan negara; :

d. menjaga kelestarian lingkungan hldup:

¢, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kescjahteraan pekerja; dan

[ mematuhi semua ketentuan peraturan pcrundang-
undangan

Pasal L7

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang
tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana seccara bertahap
untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kclayakan
lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam rnodal
yang melakukan penanaman modal.

(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud ﬁada
ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
a. melakukan peluasan usaha; atau .

b. melakukan penanaman modal baru.

{3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} adalah yang sckurang-kurangnya
memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

. Menyerap banyak_ tenaga kerja;

. termasuk skala prioritas tinggj;

. termasuk pembangunen infrastruktur;

. melakukan alih teknologi;

melakukan industri pionir;

berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah

perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;

. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

. melaksanakan kcgiatan penelitian, pcngcmbangan.

dan inovasi;

i. bermitra dengan usaha mlkro, kecil, menengah atau

koperasi; atau

J- industri yang menggunakan barang modal atau mesin

atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal
. scbagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3] dapat
berupa:

"a. pajak pcnghasxla.n mclah.u pengurangan penghasxlan
netto sampai -tingkat. tertentu terhadap jumlah
penanaman modal yang dilakukan dalam  waktu
tertentu; ‘

b. pembebasan atau kennga.nan bea masuk atas impor
barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan .
produks1 yang belum dapat diproduksi di. dalam
negeri;

¢, ‘pembebasan atau kcnnganan bea masuk bahan baku
atau bahan penolong untuk keperluan produksi untk
jangka waktu tertentu dan pcrsyara.tan tertentu;

e a0 g

oo

. d._pembebasan .........



3

6

9

d. pcmbebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan
Nilai atas impor barang modal atau mesin atau
peralatan  untuk keperluan produksx yang belum
dapat diproduksi di dalam ncgcn sclama jangka walktu
tertentu;

e, pcnyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya
untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau
daerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan
kcpada penanaman moda! baru yang merupakan industri
pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas,
memberi nilai tambah dan cksternalitas yang tinggi.

68

memperkenalkan teknologl bafu, serta memiliki'-nilai -

strategis bagi perekonomian nasional.

Bagi penanaman moedal yang sedang berlangsung yang
melakukan penggantian mesin  atau  barang modal

lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau
pembebasan bea masuk,

fasilitas
dimaksud pada ayat (4) sampai
diatur dengan Peraturan Menteri

Ketentuan lebih 'lanjut mengenai pemberian
fiskal sebagaimana
dengan ayat (6}
Keuangan.

Pasa! 19

Fasilitas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {4) dan
ayat (5) diberikan berdasarkan kcbuakan industri nasmnal
yang ditetapkan olch Pemerintah.

Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku
bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan
terbatas.

‘Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18§,
Pemerintah memberikan kemudahan  pelayanan - dan/atau
perizinan kepada perusahaan penanama.n modal untuk
memperoleh:

a.
b.
c.

a)

hak atas tanah;
fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
fasilitas perizinan impor.

Pasal 22
Kemudahan pelayanan dan/ataw perizinan hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurul a
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan
dapat diperbarui kembali atas pcrmohonan penanam
modal, berupa

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dcngan jumlah 95
{sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama
60 (enam puluh} tahun dan dapat d:perbarul selama
35 (tiga puluh.lima} tahun;

b. Hak Guna Bangunan dapat- dzbcnkan dengan jumlah
80 (delapan puluh) tahun dengan eara dapat diberikan
dan diperpanjang dl muka sckaligus selama 50 (lima
puluh) tahun dan .dapat diperbarui selama 30 (t:ga
puluh) tahun; dan

¢. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 {tujuh '

puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muke sckaligus selamea 45 (empat
puluh lima) tahun dan dapat. diperbarul sclama 25
(dua puluh lirna) tahun. -
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{2)

&)

(4)

(1

(2)

(3)

C

Hak atas tanah sebagaxmana dimaksud pada a.yat. (1
dapat diberlkan dan diperpanjang di muke sckaligus

‘untuk kegiatan pcnanama,n modal, dengan persyarar.a.n’

antara lain:

a. penanaman modal yang dilekukan dalam jangka
penjang dan terkait dengan perubshan struktur
perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;

b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman
modal yang memerlukan pengembalian modal dalam
jangka panjang sesuai dengan jenis kcgiatan
penanaman modal yang dilaloukan;

¢. penanaman modal yang tidak memerlukan arca yang
luas;

d. penanaman medal dcngan menggunakan hak atas

- tanah negara; dan .

e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa
keadilan rmasyarakat dan  tidak  merugikan
kepentingan umum.

Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan

evaluasi

diusahakan dengan baik sesual dengan kcadaan sifar,
dan tu_]ua.n pemberian hak.

Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang
diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika
perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah,
merugikan kepentingan umum, menggunakan atau
memanfaatkan tanah tidak sesual dengan maksud dan
tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan,

_ Pasal 23

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilites

keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf b dapat diberikan untuk:

4. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja
asing dalam merealisasikan pcnana.man modal;

b. pecnanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja
asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan
mesin, alat bantu produksi lainnya, den pclaya.na.n
purnajual; dan

¢. calon penanam moda.l yang akan mclakukan
penjajakan penanaman modal.

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi
dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk penanam medal asing diberikan fasilitas, yaitu: -

a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal
asing selama 2 (dua) tahun;

‘b. pemberian -alih status izin tinggal terbatas bagi

penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat
dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua)
tahun berturut-turut;

.

bahwa tanahnya masith digunakan dan’

¢. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali .

perjelanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 1 .{satu) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 12 (dua belas} bulan
terhitung sejak izin tingga! terbatas diberikan;

'd. pemberian ....,....



@

d. pemberian izin masuk Kkembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberilkan; dan

e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa -kali
perjalanan bagl pemegang izin tinggal tetap ‘diberikan
untuk jangka waktu palmg lama 24 (dua puluh empat)
bulan tcrh1tung sejak izin tinggal tetap diberikan.

Pcmbenan izin -
asing scbagaimana dimaksud .pada ayat (3) huruf a dan
huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas
dasar rekomcnda31 dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal

asai 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas’ fasilitds
perizinan impor sebagaimana.- dimaksud dalam Pasal 21 hurf
¢ dapat diberikan untuk impor:

a.

barang yang scla.ma. tidak bartcntangan dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur pcrdagangan barang; '

barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap
keselamatan, keamanan, kcscha.ta.n lmgkungan hidup,
dan moral bangsa;

barang dalam rangka rcloka31 pabnlc dari lua.r ncgen ke
Iridonesia; dan. .

barang modal  atau ba.han ba.ku untuk kebutuhan
produksi sendiri. . .

BAB K

PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

(1

(2)

(3)

14)

(S)

(1)

)

undangan.

‘pelayanan,

Pasal 25

Penanam modal yang mélalukan perianaman modal di

Indonesia harus sesual dengan kctentuan Pasal 5

Undang-Undang ini.

Pcngesahan pendman badan usaha penanaman modal
dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak
berbadan hulum dilakukan sesuai dengen ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengcsaha.n pendirian badan usaha penanaman modal

asing yang berbentuk persecroan terbatas dilakukan

sesuai dengan ketentuan  peraturan pemndang—

Perusahaan penanaman modal yang aken melakukan
kegiatan usaha wajib mempcroieh izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi
yang memilild kewenangan, kecuali ditentukan lain dala.m
undang-undang.

_ Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dxperolch

melalui pelayanan terpadu satu pintu.
* Pasal 26 |

Pelayanan terpadu satu pintu bcrtt.uuan membantu
penanam  modal  dalam memperoleh - kemudahan
fasilitas fiskal, dan informasi mcngcna:
pcnanaman modal.

Pclayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga
atau instansi vang berwenang di bidang penanaman
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tmggal tcrbatas bagi pcnanam moda! -
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3)

(1)

@

" ‘Badan Koordinasi Penanaman Modal.

@

)

modal yang. mendapat pendclegasxa.n atau pelimpahan
wewenang dari lcmbaga. ataw instansi yang memiliki

kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat

atau lembaga atau- instansi -yang berwcnang
mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi
atau kabupaten/kota. .

Ketentuan . mengenai tata cara den pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dcngan Peraturan Presiden.

BAB XII

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN !
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL -

Pasal 27

Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman medal,

baik  koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara

: instansi  Pemerintah dengan Bank :Indonesia, antara
“instansl Pemerintah dengan pcmenntah daerah, maupun

antarpcmcnntah daerah.

Koordinasi pclaksanaan kebijakan penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada eyat (i) d1lakukan oleh

Badan Koordinasi Pcna.na.ma.n Modal sébagaimana
dimaksud pada--ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala

’ :da.n bertanggung jawab langsung kepada Presiden. .
(4)

Kepala - Badan Kéordinasi - Penanaman  -Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diangkat da.n
dxbcrhcnukan olch Presxdcn )

Pasal 28

Delam rangka koordmam pclaksanann kcbgakan dan

pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi

Penanaman Modal mcmpunyax tugas dan fungsi sebagal

berilaat :

a. melaksanakan tugas dan koordma.sx pclaksanaan
kebijakan di bidang penanaman modal;

b. mengkaji dan - mengusulkan kebjjakan pelayanan
pcnanaman modal; . .

c. menetapkan norma, standar, dan prosedur

pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman
- modal;

d. mengembangkan peluang dan potcnsx peranaman
. modal di daerah dengan mcmbcrdayakan badan
usaha;-

e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
mempromosikan penanaman modal;

g. mengembangkan sektor usazha penanaman modal
melalui pembinaan penanaman modal, antara lain
meningkatkan kcmitraan, meningkatkan daya saing,
menciptakan persaingan ‘usaha yang schat, dan
menyebarkan informasi yang scluas-luasnya ‘dalam
linglcup penyelenggaraan penanaman medal;

h. membantu penyelesalan berbagai hambatan - dan
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam
modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
~ modal;

™

- i, mengoordinasi penanam modal da.lam negeri yang

menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar
wilayah Indonesia; dan .

j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu
- satu pintu,

2. Selain L



L@

Selain tugas koordinasi scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal
bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanen

terpadu satu
harus melibatkan )
sektor dan dacrah terkait dengan pejabat yang mempunyal

pinty, Badan Koordinasl Penanaman ‘Modal
perwakilan secara langsung dari setiap

kompetensi dan kewenangan.

(1)

@

@

BABXIN . .-

PENYELENGGARAAN URUSAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 30 - -

Pemerintah dan/atau’ pemerintah = dacrah menjamin
kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan
penanaman modal. . - - .

Pemerintah dacrah menyelenggarakan ' urusan
penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali
urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi
urusan Pemerintah.

Penyelenggaraan  urusan pemecrintahan di bidang
penanaman © modal yang merupakan urusan wajib
pemerintah daerah didasarkan  pada kritetia

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan

(4l

(5)

{6)

{7

kegiatan penanaman modal. -

Penyelenggaraan
lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkupnya  lintas
pemerintah provinsi:

Penyelenggafaan  penanaman modal yang ruang
lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi
urusan pemerintah kabupaten/kota. - .

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :

& penanaman moda] terkait dengen sumber daya alam

&
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yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko

kerusakan linglungan yang tinggl;

b, penanaman modal pada Dbidang "industri yang
merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

¢. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu
dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya
lintas provinsi; C - -

d. penanaman modal yang terkait
strategi pertahanan dan keamanan nasional;

¢. penanaman modal asing dan penanam modal yang
menggunakan modal asing, yang berasal” dari
pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian
yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara
lain; dan : - !

f. bidang penanaman modal lain  yang menjadi
urusan Pemerintah menurut undadng-undang.’

*

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal yang menjadi- kewenangan Pemerintah
scbagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah
menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada
gubsmur ‘selaku wakil Pemerintah, atau menugasi
pemerintah kabupaten/kota,

kabupaten/kota menjadi wrusan

pada pelaksanaan'

88

penanaman modal yang ruang

{9

(1)

2

(3)

{1

2

(3)

(4]

g

Ketentuan mengenal pcmbagian urusan pernerintahan di
bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah. ’

BAB XIV
 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

" Pasal 31

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah
tertentu yang bersifat strategis bagl pengembangan
ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan
kemajuan suatu daerah, - dapat ditetapkan = dan

- dikembangkan kawasan ckonomi khusus.

Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan
penanaman modal tersendiri di kawasan eckonomi
khusus. o :

Ketentuan ~ mengenai kawasan ° ekonomi , khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (I} diatur dengan
undang-undang. : :

BABXV .
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

Dalam hal terjadi sengketa di bidang pendnaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak

terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melatui”

musyawarah dan mufakat.

Dalarm hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa
tersebut dapat dilalukan melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian. sengketa atau pengadilan sesuai . dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. )

Dalam hal terjadi sengketa di bidang peranaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri,
para pihak dapat menyelesailcan sengketa tersebut

melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, .

dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak
disepakati, penyelesalan sengketa tersebut
dilakukan di pengadilen,

Dalam hal terjadi sengketz di bidang penanaman modal

_antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para

pihak akan menyelesaikan scngketa tersebut melafui
arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para
pihak. S : - e

BAB XVi
SANKS!

Pasal 33

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
yang melakukan penanaman modal dalam bentuk
perscoran  terbatas  dilarang membuat perjanjian
dan/atau pernyataan yang menegaskan’ bahwa
kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan

~ atas nama orang lain.

@

‘Dalam hal penanam modal dalam negeri - dan

penanam medal asing  membuat perjanjian dan/atau
pernyataan gebagaimana dimaksud pada ayat (1),

perjanjian danfatau pemnyataan itu dinyatakan batal

demi hukum.

(3) Dalam ..ooveapee

akan




(3

{1)

(2

@

Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan perjanjian atau kontral kerja sama
dengan Pemerintah melakukan kejahatan. korporasi
berupa tindek pidana perpajakan, penggelembungan
biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan -biaya
lainnya untuk  memperkecll keuntungan yang
mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan
atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang
dan telah mendapat putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum * tetap, Pemerintah mengakhin
perjanjlan atau kontrak kerja sama dengan penanam

. modal yang bersangkutan.

Pasal 34

Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai
sanksi administratif berupa: . :

" a. peringatan tertulis;
"b. pembatasan kegiatan usaha;

€. pembeluan kegiatan usaha dan[atau fasilitas
penanaman modal; atau ‘ i

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanamean modal, .

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang:

'sesuai - dengan

~ ketentuan - peraturan . perundang-
undangan, T

Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau
usaha perscorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai

" dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII '
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanfian internasional, baik bilateral, regional, maupun
multilateral, dalam bidang penanaman medal yang- telah
disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang

ini

perjanjian tersebut.

berlaku, tetap berlaku sampai - dengan bcrakﬁimya

Pasal 36 -

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional,
maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang
belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-

Undang ini berlaln wajib disesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang ini. . o )

(1}

- peraturan

Pasal 37

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan
' perundang-undangan  yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1
Tehun 1967 tentang Penanaman Modal

Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967  tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

-s¢bagaimana telah diubah ' dengan Undang-Undang

Nomer 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tehun - 1968 tentang
Penanaman Medal Dalam Neger dinyatakan tetap
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_ Asing
- sebagaimana telah ‘diubah dengan Undang-Undang

B

(3)

()

‘Undang-Undang Nomor 1

berlaku sepanjang tidak bertentangen dan belum diatur -
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkar_l
Undang-Undang ini.

Persetujuan . penanaman modal dan izin pelaksanaan
yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasdrkan
Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing sebagaimana telash diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor -
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang

" Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970
tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negerl dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin .
pelaksanaan tersebut.

Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya
yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah
disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada
tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum
memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaika
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ’

Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin
usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modzl Asing -
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor &
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
scbagaimana telah ‘diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomoer 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha

tetapnya telah berakhir; dapat diperpanjang berdasarkan

Undang-Undang ini,
o BAB XviIl -
" KETENTUAN PENUTUP
" " Pasal 38 )

Dengan bclekunya Undahg-Ur;dang ini:

a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Némor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahari Undang-Undang
Nomor ‘1 Tahun 1967 tentang:Penansman Modal Asing

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor’

46, Tambahan Lembaran Negara - Republik Indonesia -
Nomeor 2943); dan. - - - i RER :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12.Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara’

' "Republik Indonesia' Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944); *
; .

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39 ...,




Pasal 39 .
Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib
mendasarkan dan menyesiaikan pengaturannya pada Undang-Undang
ini.

“Pasal 40 _ :
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Dlundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ttd.
HAMID AWALUDIN
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 67 .

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG -
PENANAMAN MODAL

LUMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemenntahan negara adalah
untuk memajukan kesejahteraan umum, Amanat tersebut, antara lain,
telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang
mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di
bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pernbangunan
ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yamg-mampu
meciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan
pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan
dimantapkan [agi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politk Ekonomi Dalam
Rangka Demokrasi Ekoriomi sebagai sumber hukum materiil, Dengan
demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi menjadi baglan dari kebijakan dasar pena-

naman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut penanaman modal harus
menjadi bagian dari penyelenggaraan perekenamian nasional dan
ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional, menciptakan lapangan ketja, meningkatkan pembangunan
ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan
teknologl nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan,

serta mewuwdkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem

perekonomlan yang berdaya saing.

" Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat
‘tercapat apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman
modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarin-
stans! Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien,
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kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang *

berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang
ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai
faktor penunjang tersebut, diharafkan realisasi penanaman modal
akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang- Undang tentang
Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim
penanaman modal yang kendusif sehingga Undang-Undang tentang
Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain
vang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar
penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap
penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan
ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam
pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha

mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung '

jawab penanaman modal, serta fasilitas penanaman modal,
pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelakasanaan kebajikan

penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan,
penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang

mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman

modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga membetikan
jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain
itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan
koordinasi antarintansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan
Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah

daerah. Keordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan-

semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan
instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih
diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah
maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman
modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau
dekonsentrasi, Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan
tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian petizinan dan
fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar
memenuhi prinsif demokrasi ekonomi, Undang-Undang inl juga

memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan .

mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan
persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau
dicadangkan bagi usaha mikro, kedil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokek yang dihadapl penanam modal dalam
memulal usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini
sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan
yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu
satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan
terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan
perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan pena-
naman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Moda! dibeti
tugas mengkoordinasikan pelaksanaan keébijakan penanarman modal.
Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh secrang kepala yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok
dan fungsi Badan Koordinasl Penanaman Modal pada dasarnya
memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan
penanaman medal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada
penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan
peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan
pembangunan nasional yang direncanakan dengan tetap
memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi
antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat,
mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola
perusahaan yang balk (good corporate givernance).

; Fasilitas .............



Fasilitas penanaman modal diberikan dengan
mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi
keuangan negara dan harus promatif dibandingkan dengan fasilitas
yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman
modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk
fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan
impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal
tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga
kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi
kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang febih menguntungkan
kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin
atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan
lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah infrastruktur
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terbatas yang akan diatur lebih terperind dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini

‘ juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan

guna mengantisipasi berbagai perjanjtan internasiona! yang terjadi
dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna
memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk
barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di
wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi
pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya
tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang
bersifat strategis bagi pengembangan perekenomian nasional. Selain
ity, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan asat dan hak

"untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan

tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang

" harus diselesaikan oleh penanam modal. Kemungkinan timbulnya

sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi
Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian
sengketa. - ‘
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur
secara khusus guna memberikan ‘kepastian hukum, mempertegas
kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip,tata kelola
perusahaan yang sebat, memberikan penghormatan atas tradisi
budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal dipér!ukan
untuk mendoreng iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar
tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewaijiban tenaga
kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap
peraturan perundang-undangan. '
Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa
yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus
didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna
mendorong intergrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian
global. Perekonomian dinia juga diwarnai oleh adanya blok
perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas
yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara
vang mengadakan perjanjlan. Hal itu jugd terjadi dengan keterlibatan
Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan
penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral
(World Trade Organization/WT0), menimbulkan berbagai konsekuenst

'yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum
penanaman madal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat
puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang
Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah

Business News 7508/9-5-2007

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor & Takiun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Medal Dalam Negeri yang selama ini
merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indo-
nesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan
kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian
nasional melalui-kenstruksi pembangunan hukun nasional di bidang
penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada
kepentingan nasional.

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 .
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor
di wilayah negara Repubtik Indonesia” adalah penanaman modal lang-

sung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau

portofolio.

Pasal 3
ayat (1}
Huruf a .

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas
dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan
tindakan dalam bidang penanaman modal. :

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang
terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
Huruf ¢ .

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyeleng-
garaan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Huruf d

" Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sania dan tidak
membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondisk-
riminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undagan, baik
antara penanam modal dalam negeri dan penanam modat asing maupun
antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal
dari negara asing lainnya.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas
yang mendeorong peran seluruh penanam modal secara bersama-

sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan -

rakyat.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas efisensi berkeadilan” adalah

.asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan

mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan
iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf




"Huruf j
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Huruf g - _
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas
yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses
pembangunan melalui penanaman madal untuk menjamin kesejahteraan
dan kemajuan dalam segala 'aspek kehidupan, baik untuk masa kini
maupun yang akan datang. '

Huruf h .

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan®
adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan
lingkungan hidup.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas

penanaman modal yang ditakukan dengan tetap mengedepankan

potensi bangsa dan negara dengan tidak menutUp_diri pada masuknya
modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekononi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga
keseimbangan kemajuan ekononi witayah dalam kesatuan ekonomi
nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1}
Cukup jelas.

Avat (2)

Huruf a _ _

Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama” adalah bahwa
Pemerintah tidak membedakan -perlakuan terhadap penanam modal
yang telah menanamkan modalnya di' Indonesia, ‘kecuali d|tentukan
lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan
Huruf b dan Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (3) ‘

Cukup jelas.

Pasal 5

. Cukup jelas.

Pasal 6 _ . ‘
Ayat (1) ..
Cukup jelas.. . .

- Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain
hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah
perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan
moneter, kefembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah
Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau
multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam
penyelenggaraan penanaman modal. .

Pasal 7
Ayat (1) -

Cukup jelas.

Ayat (2) : )
Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang
ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh
penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.
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Ayat (3} : ‘

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang
didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak vang
bersengketa.

Pasal 8 )

Ayat (1) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a s/d Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d .
Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melaku-

" kan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan,

pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai
dengan ‘ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 s/d Pasal 11, _
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang

terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalut Peraturan Presiden

disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi
tentang bidang usaha atau jenis usaha vang berlaku di Indonesia,
yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indone-

sia (KBLI} dan/atau Intemnasinal Standard for Industrial Classification

(ISIC).
Ayat (2) .
Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang
digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan,
Ayat (3) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1) , . :
Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan”
adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro,
kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku
ekonomi lainnya,
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan
Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang
penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. .
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan
Pemeritah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagal landasan utama dalam setiap tindakan
dan kebijakan bagi penanaam meodal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan”

adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk
memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan
penanaman modal.
Huruf b sfd Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15 ............. .




Pasal 15
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b . :
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan”

. adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penana-

man modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang,

13B

dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat-

setempat.
Huruf.c ‘ : S
" Laporan - kegiatan ‘penanam’ modal yang memuat
perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam
modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman

Modal dan pemenntah daerah yang bertangguyng ]awab di bldang.

penanaman modal.
Huruf d dan Hurufe ' S
Cukup jelas. - .« o

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 i o ‘ ' _

. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi
kerusakan lingkungan yang disebabkan o¢leh kegiatan penanaman
modal

PaS'a! 18 :
Ayat (1) dan Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a s/d Huruf d
) Cukup jelas.
Hurufe : _ :
" Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang
memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas
yang tinggi, memperkenalkan teknologl baru, serta memiliki nilal strategis
bagi perekonomian nasional. :
Huruf f sfd Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (4) s/d Ayat (7)-
Cukup jelas.

Pasal 19 s/d Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22 ‘
Ayat (1)
Huruf a ) ) ]

Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 {enam puluh)
tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun,

Huruf b :
Hak Guna Bangunan (HGB) dipercleh dengan dcara
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50
(lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (iiga puluh)
tahun. ' i
Hurufc .
Hak Pakal (HP) dipercleh dengan cara dapat diberikan dan

Ayat (2)
Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢ .
" Yang dimaksud dengan “area yang luas” adalah luas tanah
yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan
mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau
jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan. '
Huruf d dan Huruf e

. Cukup jelas.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukupn jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)

. C_ukub jelas. :
Ayat (2) - ‘
Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi

ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Ayat (3) dan Ayat (4) -
Cukup jelas.

Pasal 24 s/d Pasal 26
. Cukup jelas. -

Pasal 27

Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) -

" Yang dimaksud dengan bertanggung jawab Iangsung kepada
Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam
melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan
tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢ ‘ -

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur

Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan

- departemeny/instans! terkait.

diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun

dan dapat dipebarui selama 25 {dua puluh lima} tahun.
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Huruf d s/d Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2) ,

Cukup jelas.

Pasal 29 s/d Pasal 32
Cukup jelas.

"Pasal 33
- Ayat (1)

Tujuan ‘pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya
perserodn yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi
atau substansi pemilik perseroan tsb adalah orang lain.

Ayat (2) .

~ Cukup jelas.




Ayat (3}

Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah
informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan
pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara
dan kejahatan lain yang d|atur dalam undang undang yang mengatur
perpajakan.’

Yang dimaksud dengan “penggelembungan biaya pemul:han
adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang
jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya
pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi
hasil dengan Pemerintah.
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Yang dimaksud dengan “temuan oleh pihak pejabat yang

berwenang” adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan
hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang
sélanjutnya dltlndaklanjutl sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 34 s/d Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4724

(F)

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA g
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.03/2007 tanggal 25 April 2007)

MENTERI KEUANGAN

Menimbang :

Bahwa dalam rangka,melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 (8N No. 7366 hal. 18)
tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan
Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat
Perbendaharaan Negara; ’

Mengingat: . :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (BN No. 3994 hal., 15-
20B dst) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{LN RI Tahun 1983 Nomor 49, TLN RI Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2000 (BN No. 6503 hal. 18-9B dst) (LN RI Tahun

2000 Nomeor 126, TLN RI Nomor 3984); ‘

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal, 18-
31B dst) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 Nomor
50, TLN RI Nomor 3263( sebagaimana telah beberapa kali diubah

~ dengan Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2000 (8N No. 6506
hal, 1B-7B dst) (LN RI Tahun 2000 Nomor 127, TLN RI Nomor
3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 (Bﬂlva. 7366 hal.

IB) tentang Pajak Penghasilan- Atas Diskonto Surat
. Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2000 Nomor 30 TLN RI
Nomor 4618);

4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (BN No. 7296 hal.

1B}

MEMUTUSKAN :

Menetapka:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN
NEGARA. :

Pasal 1
Atas penghasilan tertentu dari Wajib Pajak berupa Diskonto
Surat Perbendaharaan Negara dlkenakan pemungutan Pajak
Penghasilan yang bersifat final.
Besarnya Pajak Penghasilan sebagalmana dimaksud dapal
Pasal 1 adalah 20% (dua puluh persen) dari Diskonto Surat Perbendaha-
raan Negara.
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Pasal 3

(1) Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasat

1 difakukan oleh Bank Indonesia sebagai agen pembayar bunga
dan pokok Surat Utang Negara.

{2) Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi penjualan Surat
Perbendaharaan Negara di pasar Perdana.

(3) Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tidak dilakukan atas transaksi penjualan Surat Perbendaharaan
Negara setelah Pasar Perdana. B

Pasal 4
{1) Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud datam Pasal

3 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Waijib Pajak yang dipungut Pajak Penghasilan wajib diberikan
Buki Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

b. Pajak Penghasilan yang dipungut disetor ke Bank Persepsi atau
Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10-bulan berikutnya
‘setelah tanggal penyelesaian transaksi penjualan Surat
Perbendaharaan Negara.

_ ¢. Pajak Penghasilan yang disetor sebagaimana dimaksud pada

huruf b waiib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pzjak paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal penyelesaian
transaksi penjualan Surat Perbendaharaan Negara.

(2) Pelaporan atas pemungutan dan penyeteran Pajak Penghasilan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan
Pasal 4° ayat (2).

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan int mulai berlaku sejak tariggal |

dltetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

. Ditetapkan di Jakarta .
pada tanggal 25 April 2007
MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)
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PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH

(Keputusan Kétua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-67/BL/2007
tanggal 13 April 2007)

KETUA BAbAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang :

‘hahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan
menjamin kepastian hukum dalam Penawaran Umum Obligasi
Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang
Pedoman’Méngenal Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka
Penawaran Umum-pbligasi Daerah;

Mengingat :°

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 (BN Na. 5790 hal.
5B-22B dst)tentang Pasar Modal {LN Tahun 1995 Nomor
64, TLN Nomor 3608);

2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 (BN No. 7152
hal. 9B-18B dst) tentang Pemerintahan_Daerah (LN
Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (BN No. 7194
“hal. 9B-12B dst) tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (LN Tahun
2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);

4. Peraturan Pemermtah Nomor 45 Tahun 1995 (BN No.
5809 hal. 1B-108) tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (LN Tahun 1995 Nomor 86, TLN
Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (BN No. 7038 hal.
48) {LN Tahun 2004 Nomor 27, TLN Nomor 4372);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 (BN No.
5809 hal. 10B-13B) tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal (LN Tahun 1995 Nomor 87, TLN Nomor
3618);

| 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 (BN No.

7324 hal, 1B-7B) tentang Pinjaman Daerah {LN Tahun
2005 Nemor 136, TLN Nomor 4574); '

7.. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
2006;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK. 07/2006

. (BN No. 7471 hal. 98-12B) tentang Tata Cara
Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publlka5| Informasi

- Obligasi Daerah;

M E MUTUSKAN:
Menetapkan : -
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN MENGENAI
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM OBLIGASI DAERAH.

Pasal
Ketentuan mehgenai Pedoman Mengenal Bentuk dan
Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.13 sebagaimana dimuat
dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2. ‘
Ketentuan Peraturan Nomor IX.C.13 sebagawnana

dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk -
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penyusunan Prospektus yang digunakan sebagai dokumen
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
Obligasi Daerah yang disampaikan kepada Bapepam dan
Lembaga Keuangan pada atau setelah tanggal ditetapkannya
keputusan ini.,

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak dntetapkan

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

" Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 13 April 2007
" Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan -
ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058 .

. LAMPIRAN:

PERATURAN NOMOR IX.C.13: )
PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH

1. Umum o

a. Seluruh definisi yang tercantum dalam Peraturan Nomor
IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum Obligasi Daerah, berlaku pula unfuk Peraturan
ini.

b. Prospektus wajib mencakup seluruh informasi atau fakta
penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau-
fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa -
Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau
Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta
tersebut, yang diketahui atau selayaknya diketahui oleh
Kepala Daerah dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Jlka
menggunakan Penjamin Emisi Efek).

¢. Prospektus wajib dibuat sedemikian rupa sehingga
memuat informasi yang lengkap, cukup, objektif, jelas,
dan mudah dimengerti.

d. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan vang pal-

©ing penting wajib dibuat ringkasannya dan diungkapkan
pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampalian fakta
pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut
terhadap masalah tettenty, bukan urutan sebagaimana
dinyatakan pada Peraturan ini.

e. Daerah wajib menjaga agar penryampaian infarmasi
penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang
penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut
terlepas dari perhatian pembaca.

f. Pengungkapan Informasi atau Fakta Material,
penggunaan foto, diagram, dan atau tabel pada

* Prospektus dllarang memberikan gambaran yang -
menyesatkan masyarakat.




g. Daerah dapat melakukan penyesuaian atas

pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada
fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini.
Pengungkapan atas fakta material tersebut harus
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dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesual

dengan kondisi Daerah masing-masing, sehingga
Prospektus tidak menyesatkan.

. Daerah, Penjamin, Pelaksana Emisi Efek (iika ada), dan

Lembaga serta -Profesi Penunjang Pasar Modal, baik -

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung
jawab bahwa semua informasi dalam Prospektus tidak
mengandung Informasi atau Fakta Material yang tidak
benar, dan tidak menghilangkan Informasi atau Fakta
Material serta diungkapkan sesuai angka 1 huruf ¢, huru
d, huruf e, dan huruf f Peraturan ini. .

2. Khusus -
a. Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus

‘1) informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus
sekurang-kurangnya meliputi: = - :

a) tanggal efektif; '

b) masa penawaran;

¢) tanggal penjatahan; .

d) tanggal pengembalian uang pemesanan;

e} tanggal penyerahan surat Obligasi Daerah;

f) tanggal jatuh tempo;

g) tanggal pembayaran bunga;

h) suku bunga; .

i) nama lengkap Wali Amanat;

j) sinking fund; .

k) nama lengkap, alamat, lambang Daerah, nomor

. telepon, nomor faksimili, alamat e-mail (jika ada),
website (jika ada) dan kotak pos (jika ada) dari
Kantor Pemerintah Daerah serta Proyek yang
‘akan diblayai dengan Obligasi Daerah tersebut;

1) Proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah;

m)jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai
sifat, jumlah dan uraian singkat tentang Obligasi
Daerah yang ditawarkan serta nilai nominal dan
harga penawaran;

n) tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;

0) pernyataan berikut dalam huruf kapital yang
langsung dapat menarik perhatian pembaca :
“BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN
PERNYATAAN MENYETUJIUI ATAU TIDAK
MENYETU3JUI OBLIGASI DAERAH INI. TIDAK

. JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN
HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM™; .

p) pernyataan bahwa Daerah dan Penjamin Pelaksana

Emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab
sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan
kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam
Prospektus sebagai berikut:
“DAERAH DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI
EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA  ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI ATAU-FAKTA MATERIAL SERTA
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM

'DALAM PROSPEKTUS INI"; dan

q) pernyataan singkat, dalam huruf kapital yang
langsung dapat menarik perhatian pembaca,
mengenal faktor risiko kemungkinan tidak likuidnya
Obligasi Daerah yang ditawarkan dan risiko utama
dari Daerah serta Proyek yang dibiayai dengan
Obligasi Daerah. :
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2) bagian luar kulit muka Prospektus waiib pula memuat
" informasi tentang pelaksanaaan pembelian kembali,
jaminan Obligasi Daerah, nama lengkap penjamin
Obligasi Daerah, hasil pemeringkatan Obligasi Daerah,

tanggal pencatatan dan nama Bursa Efek, dan nama

* lengkap Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin

Emisi Efek, jika:

a) Obligasi Daerah dapat dibeli kembali;

b) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah dan atau
barang milik Daerah yang melekat datam Prayek
tersebut akan dijadikan jaminan Obligasi Daerah;

c) Obligasi Daerah dijamin pembayaran kewajibannya

- oleh penjamin; - . R

d) Obligasi Daerah memperoleh pemeringkatan dari
Perusahaan Pemeringkat Efek;’ _

e) Obligasi Daerah akan dicatatkan di Bursa Efek; dan
atau : :

f} Penawaran Umum Obligasi Daerah menggunakan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi
Efek.

'7 b. Informas pada bagian dalam kulit muka Prospektus

Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus
sekurang-kurangnya meliputi: , ‘
1) keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah

disampaikan kepada Bapepam dan LK dengan °

menunjuk pada peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal yang berlaku;

_ 2) pernyataan ‘bahwa semua Lembaga dan Profesi

Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam
Prospektus tersebut bertanggung jawab
sepenuhnya atas data, keterangan dan atau
pendapat yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka,
sesuai dengan peraturan yang berlaku di’wilayah
Negara Republik Indonesia, kode etik, dan standar
profesi masing-masing; '

3) pernyataan bahwa Pihak lain bertanggungjawab
sepenubnya atas pendapat atau keterangan yang
atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan
Pendaftaran; .

4) pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran
Umum, Daerah melarang setiap Pihak yang terlibat
dalam Penawaran Umum untuk memberikan
keterangan atau pernyataan mengenai data yang
tidak diungkapkan dalam Prospekius tanpa
persetujuan tertulis dari Daerah dan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek (jika ada), kecuali diatur lain
oleh peraturan perundang-undangan yang betlaku;
dan : i

5) keterangan tentang persetujuan awal Bursa Efek
atas perjanjian pendahuluan pencatatan Obligasi
Daerah (jika ada), serta tindakan yang akan diambil
oleh Daerah jika Bursa Efek tersebut menolak
permohonan pencatatan Obligasi Daerah.

. Daftar Isi

Daftar isi wajib meliputi bab, sub bab, dan nomor halaman.

. Informasi yang sekurang-kurangnya wajib dimuat dalam

Prospektus dan penyajian informasi dimaksud
dikelompokkan dalam bab-bab sebagai berikut:
1) bab tentang Penawaran Urhum :

Bab ini sekurang-kurangnya mengungkapkan

informasi sebagai berikut:

a) jumlah nominal keseluruhan Obligasi Daerah;

b) jumlah iembar, penomoran (jika dalam bentuk
warkat), dan denominasi dari Obligasi Daerah yang
akan ditawarkan;

¢)-ikhtisar hak-hak pemegang Obligasi Daerah;

. o d) ikhtiSar ...



2)

3)

d) ikhtisar sifat Obligasi Daerah termasuk uraian
tentang pelunasan lebih dini atas pilihan Daerah
atau pemegang Obligasi Daerah, atau pembelian
kembali (jika ada); :

e) harga penawaran, suku bunga, tingkat diskonto
atau premi untuk Obligasi -Daerah. Jika
menggunakan suku bunga mengambang, maka
diuraikan lengkap tentang cara penentuan kurs
mengambang; :

f) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang
pokok Obligasi Daerah, dan jumlah utang pokok
vang wajib dibayar pada tanggal atau tanggal-
tanggal tersebut;

g) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan
dengan cara lainnya;

h) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan
Obligasi Daerah;

iy mama; alamat kantor Pemerintah Daerah, dan
uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai
penjamin Obligasi Daerah (jika ada) dan Wali
Amanat; ‘ S

i) ikhtisar mengenai persyaratan pokck dalam
perjanjian Perwaliamanatan, termasuk hal-hal yang
berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas)
dari Obligasi Daerah secara relatif dibandingkan
dengan jenis pinjaman lainnya dari Daerah yang
belum lunas dan tambahan pinjaman yang dapat
dibuat oleh Daerah pada masa yang akan datang;

k) ikhtisar mengenai 'perjanjian penjaminan atau
pernyataan kesanggupan menjamin (jika ada);

) Proyek dan barang milik Daerah yang melekat pada

“Proyek tersebut yang akan menjadi jaminan atas
Obligasi Daerah (jika ada); dan

mYketerangan . mengenai sinking fund;

bab tentang penggunaan dana yang diperoleh dari

hasil Penawaran Umum '

Bab ini wajity mengungkapkan secara rinci informasi

tentang penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Obligasi Daerah;

bab tentang pernyataan utang

Bab ini sekurang-kurangnya mengungkapkan

informasi sebagat berikut: :

a) pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban
pada tanggal laporan keuangan terakhir yang
meliputi jumiah kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang;

b) penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai
dengan pos-pos kewajiban di dalam neraca;

c) keterangan tentang komitmen dan kontinjensi
yang ada pada tanggal laporan keuangan terakhir;
dan

d) pernyataan Kepala Daerah:

{1)bahwa seluruh kewajiban Daerah per tanggal
" laporan keuangan terakhir telah diungkapkan
di dalam Prospekius; '
(2)tentang ada atau tidak adanya kewajiban
setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal
laporan. Akuntan dan kewajiban setelah
tanggal laporan Akuntan sampai dengan
tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
dan : ‘
(3)bahwa Daerah sanggup untuk menyelesaikan
“seluruh kewajibannya.

4} bab tentang analisis dan pembahasan oleh

_ Pemerintah Daerah
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Pada bab ini, Pemerintah Daerah wajib memberikan
uraian singkat yang membahas dan menganalisis
laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang
tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk
memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan
kegiatan Daerah. Bahasan dan analisis dimaksud wajib
mencakup: |

a) analisis kinerja keuangan berdasarkan laporan

keuangan tahun terakhir, antara lain mengenai:

. (1)aset lancar, aset non lancar, dan jumlah aset;
(2) kewajiban lancar, kewajiban non lancar, dan
.. jumlah kewajiban;

{3) penerimaan; .
(4)belanja; dan
(5)sisa anggaran lebih atau kurang;

~ b) bahasan mengenai ikatan yang material untuk

5)

6)

investasi barang modal dengan penjelasan tentang

tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang

diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan terse-
but, mata uang yang menjadi denominasi, dan
langkah-langkah yang ditempuh Daerah untuk
melindungi risiko dari posisi mata uang yang terkait
(jika ada); ‘

¢) bahasan dan analisis teéntang informasi keuangan
yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian
yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi (jika
ada); .

d) pos-pos substansial dari penerimaan atau belanja
leinnya untuk mengetahui kemampuan keuangan
Daerah; ' :

e)jika laporan keuangan dalam Prospektus
mengungkapkan peningkatan atau penurunan
yang material dari penerimaan, maka wajib disertai
bahasan tentang sejauh mana perubahan
tersebut dapat dikeitkan antara lain dengan
pendapatan asli daerah (jika ada);

f) pengelolaan risiko;

g) Informasi dan Fakta Material yang terjadi setelah
tanggal laporan akuntan (jika ada};

h) prospek Daerah sehubungan dengan ekonomi
secara umum dan internasional serta dapat disertai
data pendukung kuantitatif jika ada sumber data
yang layak dipercaya;

i) perubahan peraturan perundang-undangan yang
berpengaruh signifikan terhadap Daerah .dan
dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);
dan

j) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan
dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).

bab tentang risiko Daerah

Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang risiko yang

disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi. Risiko

dimaksud disebabkan antara lain: .

a) persaingan; )

b) kebijakan atau peraturan daerah lain;

¢) kebijakan atau peraturan Pemerintah Pusat;

d) kebijakan atau peraturan negara lain atau
peraturan internasional; ‘ .

e) keadaan geografis; dan

f) keadaan demografis. _

bab tentang kejadian penting setelah tanggal laporan

Akuntan

Pada bab ini diuraikan tentang semua Informasi atau

Fakta Material yang terjadi setelah tanggal laporan

Akuntan. ' ‘ ’



7} bab tentang keterangan Daerah
Pada bab ini diuraikan tentang:
a) riwayat singkat Daerah, yang sekurang-kurangnya
meliputi:

(1)tangga! dan nama lengkap Daerah serta
peraturan yang mendasarinya;

(2)riwayat singkat mengenal pembentukan
Daerah;

(3)nama dan jumlah Badan Usaha Milik Daerah;

{4) perubahan penting dalam cara menjalankan
Pemerintahan Daerah;

(5) keadaan geografis dan demografis;

(6) sumber daya alam yang dimiliki atau dikuasai
oleh Daerah;

(7) gambaran umum dari sarana dan prasarana yang
dikuasai Daerah seperti tanah dan gedung serta
statusnya; dan

(8) hubungan perusahaan-perusahaan yang dimiliki
oleh Daerah baik dari kepemilikan dan
kepengurusan.

b) Pemerintah Daerah, yang sekurang-kurangnya
meliputi:
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(1) nama dan foto Kepala Daerah, dan Wakil Kepala

Daerah;
{2) uraian riwayat hidup dari Kepala Daerah, dan
Wakil Kepala Daerah yang meliputi:
~ (ajumur;
(b)jabatan sekarang dan sebelumnya;
f {¢) pengalaman kerja dan usaha yang pernah
dan sedang dilakukan; dan
{d) pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang
studi, dan tahun tamat belajar.

¢) pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, yang
seklrang-kurangnya meliputi:

(1)nama, umur dan foto pimpinan unit
pengelolaan Obligasi Daerah;

(2) jabatan sekarang dan sebelumnya;

{3)pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan
sedang dilakukan; dan

(4) pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang
studi, dan tahun tamat belajar.

d) lepman dan Bendaharawan Proyek, vang
sekurang-kurangnya meliputi:

{)nama, umur dan fote Pimpinan dan
Bendaharawan Proyek ;

(2)jabatan sekarang dan sebelumnya; ,

(3) pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan
sedang dilakukan; dan

_ (M)pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang

studi, dan tahun tamat belajar.

&) Sumber Daya Manusia Kantor Pemerintah Daerah,
yang sekurang-kurangnya meliputi: .
{1}rincian pegawai menurut jabatan dan

pendidikan (disajikan dalam tabel);
(2)sarana pendidikan dan pelatihan; dan
{3) sarana kesejahteraan (jika ada), seperti:
(a) pengobatan;
(b}transportasi;
{c) asuransi;
(d) koperasi; dan
(e)dana pensiun.
8) bab tentang keterangan umum tentang Proyek

Pada bab ini sekurang-kurangnya diuraikan secara rinci

tentang:
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a) nama;
b) lokasi
c¢) latar belakang;
d) tujuan;
e) manfaat;
£} nilai;
g) perizinan dalam rangka pelaksanaan
h) jangka waktu; dan
i) tahap-tahap pelaksanaan
9)- bab tentang studi kelayakan Proyek dan usaha Proyek
Pada bab ini diuraikan secara ringkas mengenai hal-
hat penting dalam studi kelayakan Proyek dan usaha
Proyek yang telah dilakukan oleh Penilai sekurang-
kurangnya mencakup metode, asumsi, dan pendapat
atas kelayakan Proyek dan usaha Proyek.
10)bab tentang risiko Proyek
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang risiko
prayek yang sekurang-kurangnya meliputi:
a) risiko yang dihadapi termasuk dampaknya terhadap
- Proyek yang akan dilaksanakan, yang disusun
berdasarkan bobot risiko; dan
b) keterangan tentang risikc yang dapat
menyebabkan kegagalan pada saat pembangunan
Proyek maupun pada saat operasional Proyek yang
disebabkan oleh antara lain;
(1) persaingan;
(2) kebijakan Pemerintah Pusat; dan’
{3)sumber daya manusia.
11)bab tentang keterangan tentang rencana operasional
Proyek secara komersial
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang rencana
operasional Proyek yang sekurang-kurangnya
meliputi;
a) mulai beroperasinya Proyek secara komersial;
b) unit pelaksana operasional Proyek;
c) perkiraan kapasitas dan hasn atau pendapatan dari
Proyek;
d) tingkat ketergantungan pada pelanggan tertentu
termasuk pelanggan dari Pemerintah;
e) keadaan persaingan dalam sektor industri yang
akan dijalankan;

) uraian tentang aspek pemasaran yang meliputi
daerah pemasaran dan sistem pemasaran; dan
g) keterangan tentang prospek usaha dari Proyek.

12)bab tentang ikhtisar data keuangan penting
a) Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang ikhtisar
data keuangan penting yang sekurang-kurangnya
meliputi: ]
{1)pernyataan bahwa laporan keuangan
merupakan sumber data;
{2)ypernyataan bahwa laporan keuangan telah
diaudit oleh Akuntan, pengungkapan opini
Akuntan dimaksud, dan penjelasan tentang

jangka waktu laporan keuangan yang dicakup;

(3) rasio keuangan yang relevan dengan Daerah;
dan
{4)data keuangan penting sekurang-kurangnya
- dari laporan keuangan satu tahun terakhir; dan
b) data yang disajikan wajib konsisten dengan laporan
keuangan termasuk nama pos vang digunakan.
13)bab tentang perpajakan
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang aspek
perpajakan berupa uraian tentang pajak yang berlaku
baik bagi pemodal, Proyek maupun Daerah dan fasilitas
kKhusus perpajakan yang diperoleh.



i4jbab tentang perjaminan emisi Efek (ika ada)

Pada bab inl diuraikan secara rinci tentang penjaminan

emisi Efek yang sekurang-kurangnya meliputi:

a) ketentuan yang penting dari perjanjian
penjaminan emisi, termasuk nama Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, jenis
penjaminan dan besarnya persentase penjaminan
dari masing-masing Penjamin Emisi Efek;

b) uraian singkat masing-masing Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sekurang-
kurangnya meliputi pengalaman penjaminan,
modal disetor dan modal kerja bersih disesuaikan
(MKBDY); dan

c) pengungkapan hubungan Afiliasi antara Penjamin

“Emisi Efek dengan Daerah.
15)bab tlentang Lembaga dan ‘Profesi Penunjang Pasar
- Moda . : : .

Pada. bab ini diuraikan tentang nama, alamat, uraian

tentang tugas dan - tanggungjawab, serta

pengalaman secara ringkas di bidang Pasar Modal dari

Lembaga Penunjang Pasar Modal selain Wali Ama-

nat, dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang

berperan serta dalam Penhawaran Umum.
16)bab tentang Wali Amanat

Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang Wali

Amanat yang sekurang-kurangnya meliputi:

a) nama dan alamat lengkap;

b) tugas dan tanggung jawab;

) struktur permodalan; '

d) komisaris dan direksi;

e) bidang usaha; dan

f} penggantian (jika ada). o _

17)bab tentang penjamin Obligasi Daerah (jika ada)

Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang penjamin

yang sekurang-kurangnya meliputi:

a) nama dan alamat lengkap; _

. b} struktur permodalan (ika berbentuk perusahaan);

c) komisaris dan direksi atau yang setara (jika
berbentuk perusahaan);

d) bidang usaha (jika berbentuk perusahaan);

e) penggantian (jika ada);

f) laporan keuangan perbandingan (jika berbentuk
perusahaan);

g) pengungkapan hubungan antara Daerah dengan

- penjamin Obligasi Daerah; dan

h) pernyataan tertulis tentang kesanggupan menjamin
dan kemampuan keuangan untuk menjamin;

18)bab tentang pendapat dari segi hukum

Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang pendapat dari

Konsultan Hukum yang sekurang-kurangnya meliputi:

a) keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka
Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;

b) pemenuhan perizinan dan persetujuan yang
diperlukan dalam pelaksanaan Proyek yang
direncanakan Daerah; _

¢) status pemilikan atau penguasaan aset yang ma-
terial dari Daerah; ‘

d) sengketa atau perkara yang penting dan relevan,

tuntutan perdata atau pidana serta tindakan
hukum lainnya menyangkut Daerah, Kepala
Daerah, Pimpinan Proyek, Bendaharawan Proyek,
dan pimpinan unit pengelola Obligasi Daerah/
satuan kerja perangkat daerah; dan

e) hal-hal yang material lainnya sehubungan dengan .

status hukum dart Daerah dan penawaran Obligasi
Daerah yang akan dilaksanakan,
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19)bab tentang laporan keuangan

Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang laporan

keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi:

a) laporan Akuntan berkenaan dengan laporan
keuangan yang disajikan:

b) laporan keuangan tahun terakhir yang disusun
berdasarkan Standar -Akuntansi Pemerintahan,
yang terdiri dari: :
(1)Iaporan realisasi APBD;

(2} neraca;
{3)laporan arus kas; dan
(4) catatan atas laporan keuangan;
Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran
melampaui 9 (sembilan) bulan sejak laporan
keuangan tahunan terakhir, maka taporan
keuangan tahunan terakhir waijib dilengkapi
dengan laporan keuangan interim yang telah
-diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal
efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal
laporan keuangan interim tidak melampaui 9
(sembilan) bulan, ‘ :

20)bab tentang laporan studi kelayakan Proyek dan

usaha Proyek oleh Penilai

Pada bab ini disajikan laporan studi kelayakan Proyek

dan usaha Proyek yang dibuat oleh Penilai.

Jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan

Pendaftaran dan tanggal laporan studi kelayakan

Proyek dan usaha Proyek tidak melampaui 9

(sembilan) butan.

21)bab tentang tata cara pemesanan dan pembelian
. Obligasi Daerah ) .

Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang tata cara

pemesanan dan pembelian Obligasi Daerah. yang

sekurang-kurangnya meliputi ketentuan tentang:

a) pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Daerah;

b) kriteria pesanan yang dapat diterima;

c) jumlah yang dapat dipesan; :

d) penyerahan formulir pemesanan; *

) persyaratan pembayaran;

'f) bentuk tanda terima pesanan;

g) metode penjatahan Obligasi Daerah;

h} pembatalan pesanan;

i) pengembalian uang pesanan; dan -

j) penyerahan surat kolektif Obligasi Daerah;

22)bab tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir
pemesanan pembelian Obligasi Daerah

Pada bab ini dicantumkan nama, alamat, dan nomor

telepon Penjamin Emisi Efek dan agen penjual Efek

dimana Prospektus dan formulir pesanan pembelian

Obligasi Daerah dapat diperoleh.

3. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di
bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang
mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar
ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut, : '

Ditetapkan di ; Jakarta
Pada tanggal : 13 April 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Madal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058

(Nr)
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PEMBAYARAN/PENYETORAN PBB DAN BPHTB

DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)
(Surat Direktur Pajak Nomor S- 06/PJ 13/2007 tanggal 15 Pebruari 2007)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan implementasi Modul Penerimaan

Negara {MPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 (BN No. 7448 hal. 38-

6B} tentang Modul Penerimaan Negara jo. Peraturan Diijen

Perbendaharaan Nomor Per-78/PB/2006  tentang

Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan

Negara, dengan ini disampaikan hal-hat sebagai berikut:

1. Proses bisnis pembayaran/penyetoran, pemindahbukuan,
pelimpahan, dan pembagian hasil penerimaan PBB dan
BPHTB masih tetap sebagaimana diatur dalam;

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993
tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran
-PBB; S

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000
(BN No. 6559 hal. 2B-3B) tentang Penunjukan
Tempat dan Tata cara Pembayaran BPHTB;

¢. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2005
(BN No. 7226 hal. 2B-6B) tentang Tata Cara
Pembagian Fasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah
Pusat dan Daerah;

d. Peraturan menterl Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005
(BN No. 7228 hal. 1B-98) tentang Tata Cara
Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah
Pusat dan Daerah;

e. Keputusan Bersama antara Dirjen Anggaran, Dirjen
Pajak, Dijen Pemerintahan Umum, dan Dirjen Otonomi
Daerah Nomor KEP 54/N2003, KEP-47/P3/2003, KEP-
973-011, dan 974-012 (BN No. 6930 hal. 1B-9B)
tentang Tata. Cara Pembayaran, Pemindahbukuan,
Pelimpahan, dan Pembagian Hasil Penerimaan PBB;

f. Keputusan Bersama antara Dirjen Pajak dan Dirjen
Anggararr Nomor KEP-26/PJ.6/1997 dan 6399a/A.6/
61/1297 tentang Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran,
pemindahbukuan Penerimaan, dan Pembagian Hasil
Penerimaan BPHTB; '

2. Pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dilakukan
di Tempat Pembayaran PBB {TP-PBB), baik secara langsung
maupun melalui Petugas Pemungut.

3. Pembayaran PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan non-migas dilakukan di Bank/Pos Persepsi
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak PBB (SSP PBB}

4. Pembayaran BPHTB dilakukan di Bank/Pos Persepsi dengan
menggunakan Surat Setoran BPHTB (SSB).

5. Atas pembayaran PBB sektor pedesaan dan perkotaan

. sebagaimana pada butir 2, Tempat Pembayaran PBB (TP-
PBB) menyetorkan penerimaan PBB ke Bank/Pos Persepsi
setiap hari jumat atau hari kerja berikutnya. apabila hari
jumat libur dengan menggunakan formulir surat setoran

- tempat pembayaran PBB {SSPBB).

6. SSPBB adalah surat setoran atas pembayaran/penyetoran
PBB dari bank tempat pembayaran ke Bank/Pos Persepsi
PBB yang dibuat per KPPBB/KPP Pratama, per tahun pajak,
dan per Mata Anggaran Penerimaan (MAP), SSPBB
merupakan. dokumen sumber dalam penatausahaan
penerimaan negara yang digunakan sebagai input item
data ke sistem MPN. Item data yang diperlukan adalah
NPWP TP-PBB, nama dan alamat Bank TP-PBB, kode.
KPPBB, tahun pajak, MAF, jumlah setoran, dan keterangan
setoran (periode penerimaan).

7. Pembayaran PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan

- Pertambangan Non-migas sebagaimana dimaksud pada
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butir 3 pembayaran BPHTB sebagalmana dimaksud pada
butir 4, dan penyetoran penerimaan PBB ke Bank/Pos
Persepsu sebagaimana dimaksud pada butir 5, dinyatakan
sah setelah mendapatkan nomor Transaksl ‘Penerimaan
Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor
~Transaksi Pos (NTP).

8. Atas pembayaran/penyetoran penerimaan PBB atau

BPHTB ke Bank/Pos Persepsi, Wajib Pajak/TP-PBEB diberikan

bukt pembayaranf/penyetoran yang berupa; -

a. Bukti Penerimaan Negara (BPN), atau '

h. Formulir SSB/SSP PBB/SSPBB yang diterakan NTPN serta
elemen lain sebagai validasi pembayaran/penyetoran.

. Bank/Pos Persepsi PBB dan BPHTB tetap ditunjuk untuk

setiap kabupaten/kota (clustering) sebagaimana yang
berlaku selama ini sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan
Tempat dan Tata Cara Pembayaran PBB jo. Keputusan
Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-55/PB/2006 tentang
Penunjukan Bank/Kantor Pos Persepsi PBB dan Bank
Operasional III PBB dan Nomor Kep-07/PB/2006 tentang
Penunjukan Bank/Kantor Pos Persepsi BPHTB dan Bak
Operasional 111 BPHTB.

10.Sebagaimana Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor

Kep-55/PB/2006 dan No. KEP-07/PBf2006 tentang
Penunjukan Bank/Kantor Pos Persepsi BPHTB dan Bank

Operasional III BPHTB tersebut diatas, hanya beberapa

bank/kantor pos tertentu yang ditunjuk sebagai Bank/
Pos Persepsi PBB dan BPHTB di tiap-tiap kabupaten/kota.
Namun demikian, untuk memperluas pelayanan
pembayaran, semua bank/Kantor Pos yang online dengan
MPN di tiap-tiap kabupaten/kota ditunjuk sebagai Bank/
Pos Persepsi PBB dan BPHTB.

11.Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta agar

saudara:

a. Melakukan sosialisasi hal tersebut di atas Kepada
Pemerintah Daerah, TP-PBB dan Bank/Pos Persepsi.
b. Menyampaikan daftar Bank Operasional I1I sebagaimana
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-55/PB/
2006 dan Nomor KEP-07/PB/2006 tentang Penunjukan
Bank/Kantor Pos Persepsi BPHTB dan Bank Operasional

III BPHTB kepada Bank/Pos Persepsi yang on-line

dengan MPN.-

¢. Menyampaikan tabel relasi antara kode wilayah (sampai
dengan tingkat kelurahan), sektor PBB, dan kode Kanwil
DJP dan KPPBB dalam format Microsoft Excel (soft copy,
format terlampir} untuk kepentingan penyetoran
penerimaan PBB ke Bank/Pos Persepsi Elektronik kepada
Direktorat Ekstensifikasi dan penilaian. Program untuk
membentuk tabel yang dimaksud dapat dlundu (down-
load) pada intranet PBB.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Direktur,
ttd.

Robert Pakpahan
NIP 060060167

Catatan Redaksi
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